GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 312/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada
Tahun 2025-2029 oleh Tim Evaluasi Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Ngada Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025-
2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Ngada Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029.
Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
Bupati mengajukan permohonan nomor register peraturan
daerah kepada Gubernur setelah melakukan
penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA.
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 19 Agustus 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Bupati Ngada di Bajawa;

Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa.

Salinan sesuai dengan Aaslinya

SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001




LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR
TANGGAL

312/KEP/HK/2025
19 Agustus 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGADA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2029

RANCANGAN PERDA RPJMD

HASIL EVALUASI

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 288,

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856).

Rencana kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disebut
RKPD Adalah Dokumen

Perencanaan Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

Rencana kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana strategis Perangkat
Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra PD Adalah
dokumen perencanaan
perangkat daerah periode 5

Rencana strategis Perangkat Daerah
yang selanjutnya disebut Renstra PD
Adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah periode 5 (lima)
tahunan.

(lima) tahunan.
Pasal 18 ayat (6)
Undang Dasar 1945

Undang-

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
dst...

Undang-Undang 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dst...
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 dst...




RANCANGAN PERDA RPJMD

HASIL EVALUASI

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  dst...
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor
238, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
dst... (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan
Undang-Undang Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 dst...

Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 dst..

Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan dst...

Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan
dst...

Dperaturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 dst...

Dihapus

10.

Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Kepulauan Nusa
Tenggara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 135)

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang
Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 135).

Salinan sesuai den

aslinya

KEPALA \

SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
KOSMAS D. LAMA




